
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR :  1  TAHUN  2008 

 
 

TENTANG 
 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH 
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2005 – 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI INDRAMAYU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah 
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD); 

  b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional Tahun 2005 – 2025, maka keberadaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indramayu 
Tahun 2006 – 2025, perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2007; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a“ 
dan “b” di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Indramayu tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025 ; 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - 
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang - Undang Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);   
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3. Undang - Undang Nomor  7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3656);   

4. Undang - Undang Nomor  23  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3215); 

  5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor  4286); 

6.  Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4389); 

7.  Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004  tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

  8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

  9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

  10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

  11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

  12. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  13. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739); 
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  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4385); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);     

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741 ); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816 ); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817 ); 

  20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11). 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 
2006 Seri E.4); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri 
A.2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

 
DAN 

 
BUPATI INDRAMAYU 

 


